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BUPATI BANGKA SELATAN 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN 

NOMOR  7.B  TAHUN 2014  

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  

KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 49 TAHUN 2011 TENTANG 

HARGA DASAR PENYEDIAAN HASIL  

PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA 
 

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

BUPATI BANGKA SELATAN, 
 

Menimbang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

a. 

 

 

b. 

 

 

 

 

 

 

 c. 

 

 

 

 

1. 

bahwa Harga Dasar Penyediaan Hasil Produksi Perikanan 

Budidaya telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Bangka Selatan Nomor 49 Tahun 2011; 

bahwa Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten 

Bangka Selatan Nomor 49 Tahun 2011 tentang Harga Dasar 

Penyediaan Hasil Produksi Perikanan Budidaya 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri 

Republik Indonesia, Nomor: 188.34/1006/SJ, Perihal: 

Klarifikasi Peraturan Daerah; 

bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 49 Tahun 2011 

tentang Harga Dasar Penyediaan Hasil Produksi Perikanan 

Budidaya; 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

217 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4033);  
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  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, 

Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268; 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4268); 

  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400);  

  5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 

  6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7. 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 tentang  Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844);  

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 
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    8.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

    9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha 

Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4230); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negaran 

Republik Indonesia Nomor 4578;   

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585);  

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan 

Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4737); 

  14. 

 

 

15. 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN BANGKA SELATAN 

dan 

      BUPATI BANGKA SELATAN 
 

        MEMUTUSKAN : 
 

Menetapka

n

  

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 49 TAHUN 2011 TENTANG 

HARGA DASAR PENYEDIAAN HASIL PRODUKSI PERIKANAN 

BUDIDAYA. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 

49 Tahun 2011 tentang Harga Dasar Penyediaan Hasil Produksi Perikanan 

Budidaya: 

1. Ketentuan BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 5 dihapus karena 

bertentangan dengan Lampiran II angka 210 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan 

bahwa ”dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya 

delegasi blangko”, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut: 

 
BAB V 

KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 5 

(Dihapus) 
 

2. Ketentuan BAB VI Ketentuan Penutup Pasal 6 bertentangan dengan Lampiran 

II Angka 163 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan, sehingga penulisan kata ”dapat” sebaiknya dihapus, 

sehingga secara keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: 

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka 

Selatan.  
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Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka 

Selatan.    

 

Ditetapkan di Toboali 

pada tanggal 26 September 2014 

BUPATI BANGKA SELATAN, 

 

   DTO 

 

        JAMRO H. JALIL 

Diundangkan di Toboali 

pada tanggal 26 September 2014 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN BANGKA SELATAN, 

 

                  DTO 

 

          AHMAD DAMIRI 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 7.B 

 

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM 

SETDA KABUPATEN BANGKA SELATAN 
 
 

dto 
 

YAPITER, SH, M.Si 
PEMBINA 

NIP. 19671108 200212  1  001 
 

 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN, PROVINSI 

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG:           /2014 


